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ABSrUAK 

Kmili/.!i / 222()0?.17S / SdiKcgi Oplmmlisiisi [*cncnnuiiin Pujuk Hold Piulu Dmtts 
Pendapatan Daerali Kota Palembang/Akuntansi, 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagainiana strategi Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembai'g untuk mengoptimalisasikan penenmaan 
Pajak Hotel, Tujuannya adaiah umuk mengetalnii strategi yang dilakukan 
Pemerimali Kota Palembang dalam mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Hotel. 

Penelitian ini tennasuk jenis penelitian deskiiptif yaitu untuk mengetahui nilai 
variabel lebih dari satu tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain. 
Data yang dtgunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data 
dalam penulisan skripsi mi menggunakan meiode wawancara dan dokumemasi, 
Metode analisis yang digimakan adalaii metode kualitacif. Penelitian ini 
bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengenai strategi 
yang liarus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerali Kota Palembang dalam 
meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, dan bermanfaat bagi pihak lain sebagai 
sumber iiifonnasi mengenai strategi dalam penenmaan Pajak Hotel. 

Hasil nenelitian menunjukkan Penerimaan Pajak Hotel dan talum 2002-2006 
mengalami fluktuasi dari segi persentase seliingga untuk mengoptimahsasikan 
penei*imaan Pajak Hotel tersebut hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Palembang haras melakukan sirategi-strategi baik itu dengan membenkan 
pelatihan fonna! maupun non fonnal kepada aparat pajak (fiskus) ataupun kepada 
masyarakat sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. 

Kata kunci: Strategi Optimalisasi, Pajak Hotel. 
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I I A I I I 

PENDAHULUAN 

. i.atur licluluiiig Musaluh 

Pembangunan merapakan suatu rangkaiaii kegiatan atau usaha untuk 

mengubah keadaan suatu negara. Pada dasamya pembangunan nasional 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adi! dan makmur melalui 

penin^atan taraf hidup raa.*5rarakat. Selam pembangunan secara nasional, 

pembangunan daerah juga perlu dilaksanakan dalain meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan konsisten guna tercapainya 

Penin^atan Pendapatan Daerah, Pendapatan perkapita masyarakat, perluasan 

kescmpatan kerja serta dapat mengembangkan kemampuan dan potensi 

sumber daya yang dimiiiki daerah. Untuk mencapai itu semua, pemerintah 

harus dapat men^unakan kekuatannya sendiri. antara Iain dengan 

menggunakan potensi-potensi yang ada dalam negeri, baik itu sumber daya 

alam, sumber-sumber daya manusia, teknologi dan keahlian. Faktor-faktor 

atau potensi tersebut haruslah digali, diolah, dan ditin^atkan penggunaaimya 

secara iebih efisien dan efektif agar menjadi kekuatan yang nyata untuk 

mencapai mjuan dari program Pemerintah. 

Keberhasilan pembangunan nasional tidak tcrlepas dari peranan 

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pemerintah Indonesia 

memberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk membangun dan mencapai 
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tujuan pembangunan di segala bidang dengan otonomi daerah. Otonomi 

daerah sebagaimana diUiangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintalian Daerah yang secara resmi raulai diberlakukan di 

Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi daiam 

mencari sumber penerimaan yang dapat mcmbiayai pengeluaran Pemerintah 

dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan. 

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk 

menyelenggarakan pemenntahan yang mencakup kewenangan semua bidang 

pemenntahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan 

dan keamanan, peradilan, monster dan fiskal, agama serta kewenangan bidang 

lainnya yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan 

pengendalian pembangunan secara makro. dan perimbangan keuangan, sistera 

administrasi negara dan lembaga pcrekonomian negara, pcmbinaan dan 

pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategi, 

konservasi dan standarisasi nasional (Litaram, 2003:1). 

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan 

pertanggungjawaban sebagai pemberian konsekuensi, pemberian hak dan 

kewenangan kepada daerah. Hai ini merupakan perwujudan tugas yang harus 

dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. berupa 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik, 

pengembangan kehidupan demokrasi peradilan dan pemeratan serta 

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-dnerah 

dalam rangka menjaga keutuhan Negara KesaPjan Republik Indonesia. 



Kewenangan daerah tersebut di atas diwujudkan dengan pengatnran, 

pembagian, pemanfaatan sumber daya alam yang adit, serta pemnbangan 

antara pusat dan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerali atas 

dasar desentralisasi yaitu penyerahan wewenang yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (Litarani, 2003:2). 

Tujuan sebenamya dan adanya otonomi daerah berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 adaiah agar daerali yang bersangkulan dapat 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya 

guna dan hasil guna penyelenggaraan pemenntahan dalam ran^a pelayanan 

kepada masyarakat dan peiaksanaan pembangunan. Dengan adanya hal 

tersebut pemerintah daerah harus mempunyai keuangan sendiri. Semakin 

besar keuangan daerah berarti semakin besar pula kemampuan daei ah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut bciasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Komponen-

komponcn dari sumber penerimaan daerah antara lain : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Dana perimbangan 

3. Pinjaman Daerah 

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
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Menurut Insukindro (daiam Ismail, 2002;2) Pendapatan Asli Daerah 

dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur 

ketergantungan suatu daerali kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar 

sumbangan Pendapatan Asli Daerah kepada Anggaran Pendapatan dan 

Bcianja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecii ketergantungan 

daerah kepada pusat. 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud 

dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan 

sumber-sumber dalam wiiayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 

yang beriaku. 

Unsur-unsur dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri antara Iain ; 

1. Hasi! Pajak Daerah 

2. Hasil Retibusi Daerah 

3. Hasi! Perusahaan milik Daerah dan pengolahan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

4. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang sah. 
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Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari : 

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

b. Bca bahk nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

c. Pajak bahan bakar kendaran bennotor 

d. Pajak pengambilan dan pemanfeatan air bawah tanah dan air 

pemiukaan 

2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 
0 

d- Pajak Rekiame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 

Salah satu unsur dari pajak daerah adaiah pajak hotel- Menurut 

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dapat diambil 

pengertiannya : pajak hotel adalah "Pungutan Daerah atas pelayanan hotel". 

Hotel adaiah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan. dan atau fasilitas laiun) a dengan 

dipungut bayaran, tennasuk bangunan yang lainnya yang menyatu. dikelola 

dan dimiiiki oleh piiiak yang sama kecuali pertokoan dan perkantoran. 



Tul»cl I.I 
VcncHinuan Pi^ak Daerah I'ahun 2002 - 2006 

No Tnhun Ke(erangaii Rciili«uî i 
[ rU|tUL 1 l u t L l i . 2 0 0 . 0 0 0 (KKI 2 . 2 9 l . o l 4 . 4 « 5 

P a j s k r e s t o r a n 8 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 9 8 3 9 0 2 . 0 2 7 

rajtiiL T i i U u n i u 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 9 6 2 - 4 5 6 . 3 0 6 

11 18 4 1 6 0 0 0 13,5456.306 
rdjoK F U I i C f c U I ^ a i i J a l ^ i u 1 8 4 . 8 7 3 . 0 0 0 2 ' ) 0 . 0 8 6 2 . 8 7 6 

I'̂ UJHL j lfi lmn t j u i m u CJOJ i J 9 4 8 HM> iMtii 4 , 2 7 6 . 7 ( 8 ) . 4 4 5 

Pujuk f V i f k i r 7 4 8 8 1 0 0 3 4 2 17(7 7 5 5 

V l T l k ^ A U 
. I U I Y I L A H n A^^f\ fAM\ 7 7 r417 7 7 7 77ft 

2 2 0 0 3 P a j a k H o t e l 2 . 9 4 5 . i W . 0 0 0 7 'Jii4 7 7 7 .17tt 

P a j a k r e s t o r a n 4 . / j 4 . 1 0 0 . D O U < II 17 10S 1 7 \ 
5 .U12 ,4V5.1 2 4 

P a j a k H i b u r a n 1 , m ) o . > * / .OtA' 1 A 7 I A 7 7 
1 ,*(.> 1. it>7,\(2J 

P a j a k R e k i a m e 1 1 tio s -17 *;/vi 1. i B v . r H /.ouu 1 777 4^7 i ; 7 7 I . _ 2 / . 5 i ' . 0 2 1 

P a j a k P e n e r a n g a n J a l a n 17 rvm rwui (vvi 1 7.2"2. v U j . '+7 J 
y^mfl~ HlllBTl f-rdfifln Erflt f 
r^ujiiA. r x i u a i i LTcuiiui LJVI. tw 

77e n i 5 r w i 24IJ.07 J . JOO 

P s j a k P a r k i r ,177 A 3 R Qi4 

J U i V l L A l l 77 <;77 m 7 £nA f .U {2.0W 7 i ; AT/; t A 4 0 7 i ; 
ZO.UJO.I J 4 , V / 0 

J i U U 4 P a j a k H o t e l ^ 7 7 1 i w i ruvi 7 'J/V^ 1 7^ f W l 
i . 2 m j , 1 2 4 , U U 2 

P a j a k r e s t o r a n ^ 7 * H 77*7 . t /Vl 
0 . 7 9 4 . 2 2 0 . 4 0 0 

2 7 7 7 ft07 
0 , 2 4 8 . 7 7 3 . 0 9 2 

P a j a k H i t a j i a n 1 7 7 7 5Q7 rVWl 
J ,524,5 )>J . t /0U 

1 .1 l A AJ^7 I*;7 J . 410 .0 (X>, l o 2 

P a j a k R e k i a m e 7 fl<A (( t 7 7 0 7 7 t < 1 .170 i ; ( 7 
2 , 1 5 3 . 4 / y , O l / 

riijaK rxneningtui j d i u n >7 ^ / v i AAA yvvi I S AS7 7 7 4 S f i 7 IO.UG2. / J 5 .00 / 
Paint- R n h a n r i a / i a n flrtl f 
F O j t l ^ OuikliL VJtlJslalL i,.JUld V-

TOG 7ff*^ y w i 7 T 7 A7"T C T 7 
3 / 3 . 0 2 ' . 8 1 2 

P ^ o k P a r k i r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 S 7 0 O G 7 7*^1 
5 2 9 . 9 9 3 . /DO 1VTAAT A TJ 7 n 77ft ftft^ / ' 0 7 

3 9 . 3 3 9 . l M M i . 6 8 2 
•y * #bl7 7ftft 
3 1 . 9 0 3 . 7 0 0 . 3 3 2 

5 2(KJ5 P a j a k H o t e l 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 4 . 1 2 6 . 2 4 5 . 2 2 3 

P a j a k r e s t o r a n 0 I\J\4\ f\C\S\ 
S . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

7 . 2 9 2 . 3 5 6 . 9 9 0 

P a j a k H i b u r a i i J . 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 Tf tJ 
1 . 5 5 3 . 3 9 4 . 5 5 3 

P a j a k R e k i a m e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 ( X J . 3 . 0 0 3 . 0 6 5 . 4 6 4 

P a j a k P e n e r a n g a n J a l a n 2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 2 0 , 1 ' 6 1 . 8 0 0 . 0 1 6 
P a j a k B a h a n G a l f a n G o l , C 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 5 0 . 6 1 1 . 3 3 6 

P ^ a k P a r k i r 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 7 7 5 . 3 2 8 . 5 6 0 

J U M L A H 44.]00.(»0a000 3 7 . 8 6 2 . 7 0 Z 1 4 2 

6 2 0 0 6 P a j a k Hoie) 4 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 4 . J 3 5 . S 0 7 . 2 4 7 . 

P a j a k r e s l o r m 8 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 7 . 8 2 7 . 5 9 7 . 6 6 0 

P a j a k H i b u r a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 . 5 6 5 . 2 2 6 . 8 2 0 

P a j a k R e k i a m e 3 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 3 , 2 1 2 , 5 0 5 . 1 5 8 

P a j a k P e n e r a n g a n J a l a n 1 9 . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 2 2 . 6 2 3 . 5 1 7 . 0 1 8 
P a j a k B a h a n G a l i a n G o l . C 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 2 8 1 . 4 5 1 . 4 5 7 

P a j a k P a r k i r 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 9 5 4 . 7 6 1 . 5 0 0 

J U M L A H 39.200.000.000 4 0 . 5 3 1 . 4 5 7 . 7 2 2 

Sumber: Dispenda Kota Palembang, 2007 

http://39.339.lMMi.682
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Tabel 1.2 
Klasifikasi Hotel dan Jumlah Kamar 

2002 2003 2004 2005 2006 

N a K l a s i f i k a s i J u m l a h J u m l a h J u m l i d i J u m l a h J o m t ^ J u m l a h J u m l a h ; J u m l a h J u m l a h J u i n l ^ 

H o i e l K a m a r H o l d K a m a r H o l d K a m a r H o l d K a m a r U c r i d K a m a r 

I . 
- UmUuig 4 1 176 2 316 1 •100 I 634 
- BiiiUiiig 3 1 56 3 305 5 473 5 1 478 5 478 
- Bitflimg 2 3 166 ! 61 4 2)5 •J 215 4 215 
- BinUmp I 5 104 6 155 6 155 

2. Hold Mcin:! 
-BiDlang 3 1) 27! 6 130 44 1 078 44 1 078 44 I / I T S 

- Bitanng 2 4 1 20 I S 367 18 367 20 402 
' Bintang 1 6 1 )8 1 25 15 305 15 305 17 4 20 

3. Wisiiis T 50 ; I 8 3 61 3 61 

27 701 14 725 06 2610 OX 1210 101 1--52 

Sumber ; Dinas Pariwisata Kota Palembang, 2007 

Menurut data yang diperoich dari Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Palembang antara target dan realisasi penerimaan pajak Hotel selama 5 tahun 

adaiah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 
Target dan Realisai Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang 

Tahun 2002 - 2006 

Tahun { Target Realisasi Persentase (%) 

2002 2.200.000.000.00 2.29I.6I4.485.00 104,16 

2003 2.995.240.000.00 2.764..373.478.00 92,29 

2004 5.271.000.000.00 3.200.124.002.00 60,71 

2005 4.100.000.000.00 4.126.245.223.00 100,64 

2006 4,700.000,000.00 4.535,807.247,00 96,51 
Sumber : Dispenda Kota Palembang. 2007 

Berdasarfcan tabel 3 diatas realisasi penerimaan pajak hotel yang 

dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 2002 realisasi pajak hotel 

sebesar Rp. 2.291.614.485 telah memenuhi target yang diinginkan. pada tahun 



8 

2003 beimn memenuhi target yaitu sebesar Rp. 2.764.373.478. Pada tzhun 

2004 kembali betum memenuhi target anggaran yaitu sebesar Rp. 

3.200.124.002. Ha! ini dapat dimaklumi karena paa taiiun 2004 Provinsi 

Sumatera Selatan khususnya Kota Palembag mengadakan sebuah event olah 

raga berskala nasional yaitu PON XVI, sehingga hotel-hotel yang ada di 

Palembang menerima banyak official maupun aitet tetapi, tamu-tamu tersebut 

dibebaskan oleli Pemerintah Kota Palembangh atas biaya penginapan sehingga 

jelas akan mempengaruhi penerimnaan pajak hotel. 

Pada tahun 2005 Pajak Hotel memenuhi target yang diinginkan yaitu 

sebesar Rp. 4.126.245.223. Pada tahun 2006 kembali belum memenuhi target 

yaitu sebesar Rp. 4.535.807.247. Dari data tersebut dapat dilihat terjadinya 

fluktuasi penerimaan pajak hotel dari sudut persentase realisasi dan jika 

dilihat dari realisasi tcijadi pemngkatan yang cidaip baik, tetapi s<;betu!nya 

menurut hasii wawancara dengan pihak yang berkompeten, jumlah tersebut 

dapat ditingkatkan. Apaiagi dengan perkembangban dan pembangunan Kota 

Palembang yang cukup pesat, sehingga dapat meningkatkan pajak hotel. 

Berdasarkan latar beiakang di atas, yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian tentang "Strategi Optimalisasi Peiterimaan 

Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**. 



9 

R Perumusan Masalah 

Berdasaikan latar beiakang diatas, maka penulis dapat raerumuskan 

masalah yang akan diteiiti yaitu : Bagaimanakah Strategi Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Palembang untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak 

Hotel ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang 

untuk mengoptimalisasikan Penerimaan Pajak Hotel. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai 

berikut: ; 

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

Digunakan sebagai bahan koreksi dan evaluasi daiam r a n ^ 
0 

meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah dan raemperluas pengetahuan penulis secara empiris 

tentang Realisasi Pajak Hotel di Kota Palembang. 

3. Bagi Almamater 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

bagi almamater sebagai pengembangan keiimuam 
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4. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan 

permasalahan ini sehingga kekurangan yang ada daiam penelitian lebih 

sempuma. 



BAB H 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Antoni (2003) dengan judvil 

"Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dalara rangka meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Ogan Komering flir". Tujuan 

dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peiaksanaan anggaran dan 

realisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam rangka raeiiin^tkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering liir. Variabel yang digunakan 

adal^ variabel tunggal yaitu anggaran dan realisasi PajakHotel dan Restoran. 

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder analisis data 

yang dilakukan secaia kualitatif 

Hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak 

Hotel dan Restoran pada Pemenntahan Kabupaten Ogan Komering Ilir 

periode 2000-2002 bcrada diatas anggaran Pajak Hotel dan Restoran yang 

telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan pajak Hotel dan 

Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah masih terdapat potensi Pajiik Hotel 

dan Restoran yang belum diperiiitungkan dalam anggaran. 

11 
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B. Landasan Teori 

[. Sumber Pendapatan Daerah 

Daiam mcndukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan 

kewenangan yang sangat luas, nyala dan bertanggung jawab di daerah !:ecara 

proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta keuangan 

Pemerintalt Pusat dan Pemerintali Daerali dilaksanakan atas dasar 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, dimana besamya 

disesuaikan dan diseiaraskan dengan pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber-sumber keuangan yang 

melekat pada setiap urusan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah 

menjadi sumber keuangan daerah. 

Sumber pendaptan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentreig Pemenntahan Daerah terdiri dari ; 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain : 

1) Hasil Pajak Daerah 

2) Hasi! Retribusi Daerah 

3) Hasii Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4) Lain-lain PAD yaug sail 

b. Dana Perimbangan 

c. Pinjaman Daerah 

d. Lain-iain pendapatan yang sah 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberlakukan 

kewenangan kepada Pemerintah untuk membiayai peiaksanaan Otonomi 

Daerah yang sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. 

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiscal antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 

Lain-lain pendapatan bertujuan unmk memberikan peluang kepada 

daerah untuk memperolah pendapatan selain Pendapatan Asli Daeiah dan 

dana perimbangan. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pengertian Pendapatan Ash Daerah (PAD) 

Selain sumber daya manusia, faktor Iain yang sangat 

menentukan keberhasilan pembangunan adalah tersedianya keuangan 

yang'memadai. Salah satu sumber keuangan Pemerintah Deerah 

adalali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerali (PAD) 

adalah perencanaan penghasilan yang didapat dari hasil usahayang ada 

di daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

Pemerintah daerali dan Pembangunan Daerah. 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi 

dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang F'emerintah 

Daerali disebutkan bahwa : Pendapatan Asli Datrzh (PAD) yaitu hasil 

da«ah keselunihan pendapatan diperoleh dari hasil pajak, hasil 
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reteribusi daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang 

dipisahkan serta pendapatan lain-iain asli daerali setiap tahunnya. 

Menurut Abdul Halim (2002:25) Pendapatan Asli Daerali 

(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha yaug ada di 

daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dan Pembangunan Daerah. 

Menurut Ahmad Yani (2002:39) yang dimaksud dengan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan Daerah yang 

diperoleh dari sumber-sumber dalam wiiayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarfcan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

Menurut H.A.W. Widjaja (2001:42) Pendapatan Ash Daerah 

adalah salah satu modal dasar Pemerintah dalam mendapatkan dana 

pembangunan dan memenuhi beianja daerah, Pendapatan Ash Daerah 

merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam 

mendapatkan dana Pemerintah tin^at atas (subsidi). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas tentang Pendapatan 

Ash Daerali (PAD) maka dapat disirapulkan Pendapatan Ash Daerah 

adalah pendapatan yang bersumber dari dalam daerah dan digunakan 

sepenuhnya untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan dan roda 

pembangunan daerah yang dipungut oleh intansi terkait dalam hal ini 

Pemerintahan Daerah (PEMDA), serta berdasarkan Peraturan Daerah 

(PERDA). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan 
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indikasi yang baik bagi kemampuan daerah dalam mengatur tugas-

tugas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan 

disegala bidang. 

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi 

dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan 

Daerah dalam Pasal 157 huruf a. Pendapatan Ash Daerah yang 

selanjumya disebut dengan PAD bersumber dari : 

1) Pajak Daerah 

2) Retribusi Daerah 

3) Hasi! Perusahaan milik daerah dan pengelolaan daerah yang 

dipisahkan 

4) Lain-tain yang sah 

Menurut Atdul HaUm (2002:25) cL dalam buku Akuntansi 

sektor pubhk menjelaskan Pendapatan Ash Daerah (PAD) dipisahkan 

menjadi empat jenis pendapatan yaitu : 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasi! pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain yang sah. 
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3. Pajak Daerah 

Kegiatan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan 

fimgsinya selalu mengalami peningkatan, hal ini merupakan konsekuensi 

dari adanya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kebutuhan 

masyarakat yang meningkat, seliingga diperlukan pembiayaan-pembiayaan 

dan pengeluaran Pemerintah. Agar adanya atau pengeluaran Pemerintah 

itu dapat dipenulii maka Pemerintah memerlukan penerimaan. Hal ini 

dapat diupayakan antara lain melalui perpajakan. 

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada 

kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu kejadian, keadaan 

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintali serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba! balik dari negara secara langsung, 

serta untuk memelihara kesejahteraan umum. 

Menurut Erly Suandy (2000:8) menyatakan pengeriian pajak 

sebagai berikut : pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) detvgan tidak 

mendapat imbalan langsung yang tidak dapat ditunjukkan dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum. 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pembahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan pengertian Pajak Daerali 
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yang selanjutnya disebut dengan pajak : Pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan 

perundang-undang yang beriaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. 

M. Suparmoko (2002:56) menyatakan bahwa Paja^ Daerah 

adalah iuran wajib yaug dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan 

kepada Pemerintah Daerah tanpa balas jasa iangsung yang dapat 

ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-

undangan yang beriaku. 

Pajak daerah adalali pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah, dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang 

dipungut oleh daerah baik propinsi maupun kabupaten/kcta. Pajak 

daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) masing-

masing. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah 

yang pentmg guna membiayai penyelenggaraan Pemerintalian Daerah 

dalam memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung 

jawab. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuian wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemeiintah 

Daerah (PERDA) yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang beriaku dan dapat digunakan untuk 
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yang selanjutnya disebut dengan pajak : Pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang yang dapat aipaksakan berdasaikan 

perundang-undang yang beriaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. 

M. Supannoko (2002:56) menyatakan bahwa Pajak Daerah 

adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi aiau badan 

kepada Pemerintah Daerah tanpa balas jasa iangsung yang dapat 

ditunjuk. yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-

undangan yang beriaku. 

Pajak daerah adalah pajak yang dilakukan oleh orang pnbadi atau 

badan kepada daerah, dengan kata Iain pajak daerah adalah pijak yang 

dipvmgut oleh daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Pajak 

daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) masing-

masing. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah 

yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dalam memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung 

jawab. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah 

Daerah (PERDA) yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang beriaku dan dapat digunakan imtuk 
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membiayai penyeienggaraan-penyelenggaraan daerah dan 

Pembangunan Daerah. Pajak Daerah merupakan salali satu unsur 

Pendapatan Daerah (PAD) yang penuingutannya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah setempat. yang diurus oleh instansi terkait dengan 

Dinas Pendapatan Daerah tanpa adanya campur tangan dari 

Pemerintah Pusat dan memuat peraturan-peraturan yang telah 

ditcrapkan oleh Pemerinteii Daerah tersebut, serta diperkuat oleh 

undang-undang pajak dan Retribusi Daerah yang beriaku yang 

diterapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan pajak dan 

retribusi sehingga jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Jenis-jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. jenis pajak 

daerah sebagai berikut: 

1} Pajak Propinsi, terdiri dtdi : 

a) Pajak kendaraan bennotor dan kendaraan di atas air 

b) Bea baiik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bennotor 

d) Pajak pengambilan pemanfaatan air bawali tanali dan air 

pennukaan 

2) Pajak Kabupaten / Kota 

a) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel 

b) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran 

c) Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan 
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d) Pajak rekiame. yaitu pajak atas penyelenggaraan rekla ne 

e) Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga 

listrik. dengan ketentuan baliwa di wilayah, daerah yang 

tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibtiyiir oleh 

Pemerintah Daerah. 

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu pajak atas 

kegiatan pengambilan bahan galian golongan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang beriaku. 

g) Pajak, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar jalan oleh orang pribadi atau badan yang 

disediakan berkaitan dengan usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraari bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang 

memungut bayaran. 

Menurut Undang-undang ini Pemerintah Kabupatan/Koia melalui 

Peraturan Daerah (PERDA) dapat menetapkan jenis pajak 

kabupaten/kota selain jeins di atas. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan keleluasaan kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi 

dan kondisi serta perkembangan ekonomi daerali pada masa yang akan 

datang. Penetapan jenis pajak tersebut harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1) Bersifet pajak dan bukan retribusi 
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2) Objek pajak terletak atau berada di wilayah daerah kabupaten/kota 

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang eukup rtndaii 

serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerali kabupaten/kota 

yang bersangkutan. 

3) Objek dan dasar pengelolahan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

4) Objek pajak dan bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek 

pajak pusat 

5) Potensi memadai 

6) Tidak memberikan dampak ekonomi keadilan dan kenaknmran 

masyarakat 

7) Mempertahankan aspek keadilan dan kemakmuran masyarakat 

8) Menjaga kelestarian lingkungan. 

c. Tarif Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 3 

ayat 1, tanf pajak Provinsi ditetapkan seragam di Indonesia dan di 

dalam peiaksanaan diatur oleh Peraturan Pemerintah serta yang 

melakukan pemungutan terhadap pajak provinsi adalHi Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi. 

1) Pajak Kendaraan Bennotora dan Kendaraan di Atas Air 

Tarif pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ai 

kenakan 5% atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor 

penyesuaian yang mencerminkan yang diakibatkan oleh 
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penggvmaaii kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jatan dan 

lingkungan. 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor dan Kendaraan di /Uas Air 

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

dikenakan 10% atas nilai kendaraan bermotor. 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan 5% atas 

nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Pennukaan 

Tarif pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanali dan air 

permukaan dikenakan 20% atas nilai perolehan air yang diambil 

dan dimanfaatkan. antara lain berdasarkan jenis volume, kualitas 

air dan lokasi sumber air. 

Tarif pajak untuk kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan tarif 

tertinggi, penerapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan untuk 

memberikan periindungan kepada masyarakat. Dari penetapan tarif 

yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak 

ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintahan Daerah 

(PEMDA) untuk mengatur untuk mengatur sendiri-sendiri besamya 

tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu. 

Peiaksanaan tarif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan yang meiakukan 
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pemungutan terhadap pajak kabupaten,1;ota adalah Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Palembang. Adapun tarif yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerali Kota Palembang adalah sebagai berikut: 

1) PajakHotel 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 

2002 dikenakan tarif sebesar 10% atas jumlah pembayaran yang 

dilakukan kepada hotel. 

2) Pajak Restoran 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 

2002 dikenakan tarif sebesar 10% atas jiimlafi pembayaran 

dilakukan kepada restoran. 

3) Pajak Hiburan 

Berdasarkmi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 

2001 dikenakan tarif sebesar 10%-25% atas jumlali pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan irenikmati 

hiburan. 

4) Pajak Rekiame 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 

2001 dikenakan tarif sebesar 20% atas nilai sewa rekiame yang 

didasarkan atas nilai jumlali objek pajak dan nilai strategi 

pemasangan rekiame 

5) Pajak Penerangan Jalan 



23 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 

2002 dikenakan tarif sebesar 5%-10% atas r.ilai jua! listri yang 

dipakai. 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 

1998 dikenakan tanf sebesar 5% atas nilai jual hasil pengambilan 

bahan galian golongan C. 

7) Pajak Parkir 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 

2002 dikenakan tarif sebesar 20% atas penerimaan pajak parkir 

yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk 

pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor. 

d. Pembagian Pajak 

Pembagian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

hasil Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerali 

kabupaten/kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

dan bea balik nama kendaraan bennotor di atas air diserahkan kepada 

pajak daerah paling sedikit 30%. 

b) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan 

kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%. 
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c) 1 ittsil pcncruuimu \'>i\]i\k pcngtitntiilmi dim pcinimllmlim mi t>Hwidi tunith 

dan air peraiulraan diserahkan kepada daerali kabupaten/kota puling 

sodikit lO'Jo. 

Sedangkan penerimaan pajak daerah yaitu : 

\) Dalam ha! ini penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi 

terkonsenterasi pada sejumlah kecii daerah kabupaten/kota. Gubenmr 

berwenang merealokasikan penerimaan pajak tersebut kepada daerah 

kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, 

2) Dalam hai ini objek pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang 

bersifat untuk daerah kabupatenAota. Gubemur berwenang untuk 

merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada daerah 

kabupaten/kota. 

3) Realokasi sebagaimana dimaksudkan atau dilakukan oleh Gubemur 

atas dasar kesepakatan yang dicapai antar daerah kabupaten/kota yang 

terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah kabupa:en/kota. 

Maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak menurut Undang-

undang Nomor 34 tahun 2000 adalah sebagai salah satu sumber 

pendapatan atau penerimaan khususnya penerimaan kabupaten/kota 

diharapkan dapat menjadi salah satu unsur pembiayaan peiaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Sunarto (2002:92-93) ada 3 sistcm pemungutan pajak 

yaitu : 
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1) C^cial Assesmenl System 

Yakiu sistem pemungutan pajak dengan menentukan besamya pajak 

terutang ditentukan oleh fiskus (aparat pajak). Wajib pajak bereifet 

pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus. 

2) Self Assesmeni System 

Yakni pajak dibayar sendiri oieh wajib pajak, wajib pajak 

mendaftarkan diri, menghitung, merabayar dan melaporkiin sendiri 

jumlah pajak yang terutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah, 

sistem pemungutan pajak self assesment system, pengawasan dan 

pemeriksaan daJam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas 

jumlah pajak yang terutang. 

3) With Holding System 

Yakni sistem pemungutan pajak untuk menentukan besamya pajak 

yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh 

penjabat, sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. 

Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak 

yang terutang sesuai dengan ketentuan yang beriaku. 

Pengertian PajakHotel 

Menumt Perda Nomor 24 tahun 2002 Pajak Hotel adaiah pungutan 

daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adaiah setiap pelayanan 

yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajakrya adaiah 

pribadi atau badan yang meiakukan pembayaran atas pelayanan hotel. 

Wajib pajaknya adaiah pengusaha hotel, yang meliputi : 
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a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain 

gubuk panwisata (cottage), motel, fwme stay, wisma panwisata, 

pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk nimah 

kos dengan jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 (sepuiuh) kamar 

yang menyediakan atau fasilitas seperti rumah penginapan. 

b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile, telex foto copy, 

pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya yang cisediakan 

atau dikelola hotel. 

c. Fasilitas oiali raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness 

center), koiam renang, tenths, golf, karaoke, pub. diskotik yang 

disediakan atau dikelola hotel 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah 

pengusaha hotel. 

Dikecualikan dari objek pajak adalah : 

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal 

lainnya yang kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan penyewaan rumah 

atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel. 

b. Asrama dan pesantren 

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang 

dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran. 
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d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh tamu 

hotel. 

e. Pelayanan perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oieh hotel dan 

dapat dimanfaatkan oleh umum. 

Dasar penggunaan pajak adaiah jumlah pembayaran yang 

dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantmig dari baik atau tidakuya sarana 

dan prasana yang dimiiiki oleh hotel tersebut dan diharapkan para 

pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pâ ak untuk 

melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut. 

Prinsip dan Sasaran, Penetapan Tarif Pajak Hotel 

a. Prinsip dan Sasaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran 

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Noraor 24 Tahun 

2002 dalam Pasal 6 berbunyi: 

Prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada tu uan yang 

layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusalta 

sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada harga pasar. 

b. Penetapan Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 7 ahun 

2002 dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi: 

1) Besamya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 

2) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada hotel. 
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Artinya yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak hotel sebesar 

10% adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada hotel, atas pelayanan/fasihtas yang diperoleh atau 

dinikmatinya selama berada di hotel. 

c Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Kota Palembang dalam meiakukan pemungutan pajak hotel adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengeluarkan surat pendaftaran 

a) Wajib pajak mengisi SPTPD 

b) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi 

dengan jelas. benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh 

wajib pajak atau kuasanya. 

c) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD 

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh 

kepala daerah. 

d) SPTPD sebagaimana ayat (1) pasal ini, harus disampaiakn 

kepada kepala daerali selambat-lambatnya 15 (lima bjias) han 

setelah berakhir masa pajak. 

2) Penetapan pajak hotel (Pasal 12) 

a) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasai ! I ayat (I) 

Peraturan Daerah ini, ditetapkan pajak terutang dengan 

menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan. 
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b) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain 

yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini, 

ditetapkan oleh kepala daerah. 

3) Tata cara pemungutan (Pasal 13) 

a) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan 

b) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen Iain 

yang dipersamakan. 

4) Sanksi Administrasi (Pasal 14) 

Dalam hal ini wajib pajak tidak membayar pajak ftpat pada 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang 

terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 

SPTD. 

5) Tata cara pembayaran (Pasal 15) 

a) Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus 

dimuka 

b) Pajak yang terutang dilunasi pada saal diterbitkannya SKPD 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

c) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak 

diatur dengan keputusan kepala daerah. 

6) Tata cara penagihan 

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. SKPDKBT, STPD dan surat keputusan keberatan 
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yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib 

pajak dapat ditagih melalui surat teguran, surat peringatan atau 

surat lain yang sejenis berdasarkan pcramran perundangan-

undangan yang beriaku, 

4. Strategi Perpajakan 

Menurut B. Boediono (2003:15) Strategi adalah suatu pemyataan 

mengenai arah dan tujuan yang diinginkan oleh organisasi mehputi 

rencana, program dan tindakan manajer untuk mencapai mist organisasi 

yang diinginkan. 

Menurut Hessel Nogi. S. Tangkilisan (2002:11) menyatakan 

bahwa strategi adalah institusi organisasi atau pemerintah terhadap 

perubahan lingkungan ekstemalnya. Strategi merupakan terminpiogy yang 

digunakan luas oleh organisasi iaba yang kemudian clalam 

perkembangannya digunakan pula oleh organisasi nirlaba atau organisasi 

pubhk lainnya, baik disekitar birokrasi pemerintahan maupun oleh 

kalangan organisasi (NGO, Non Govermental Organization) atau Iebih 

dikenai dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

suatu pemyataan mengenai arah dan tujuan yang diinginkan oleh 

organisasi Iaba maupun organisasi nirlaba mehputi rencana. program dan 

tindakan terhadap pembahan lin^ungan ekstemalnya. 
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Menurut laporan kinerja Deparlemen Keuangan v2005:1) 

Optimalisasi Penerimaan Pajak dilakukan dengan langkali-iaiigkah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan pelayanan melalui modemisasi sistem administrasi 

perpajakan 

2. Pemngkatan kepatuhan waji6 pajak 



BAB i l l 

M E T O D E PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis-jenis penelitian yang dikelompokkan menjadi beberapa 

kelompok Menurut Sugiyono (2004:5) jenis-jenis penelitian dapat 

dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan analisis 

dan jenis data, penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis menurut 

tingkat eksplanasi. 

Menurut Sugiyono (2004:10) menyatakan bahwa tingkat eksplanasi 

{level of explanation) adalah tingkat penjelasan. Penelitian tingkat eksplanasi 

:penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabei-vaiiabel yang 

diteiiti serta hubungan antara vanabel dengan variabel yang Iain, 

Menurut Sugiono (2004:1) penelitian menurut tingkat eksplanastnya : 

1) Penelitian Desknptif 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. 

2) Penelitian Komparatif 

Penelitian yang bersifat membandingkan. 

3) Penelitian Asosiatif/Hubungan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

atau lebih. 

32 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adaiah penelitian 

desknptif untuk mengetahui nilai variabel lebih dari satu tanpa membuat 

perbandingan dengan variabel Iain. 

B. Unit Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan infonnasi dalain penelitian pentdis 

mengambi! unit penelitian pada Dinas Pendapatan Daeruh Kota Palembang 

yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang. 

C. Operasionalisasi Variabel 

Operasionaiisai Variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suam variabel dengan earn memberikan arti atau memspesifikasikan 

bagaimana variabel tei'sebut diukur. 

Tabel IK.] 

Operasionalisasi X'ariabel 

Variabel Definisi Indikator 

Strategi optima] isasi 
penerimaan pajak liotel 
dengan potensi yang 
ada. 

pemerintah daiam rangka 
memaksimalkan 
penerimaan pajak hotel 
dengan potensi yang ada. 

Suatu cara yang 
dilakukan oleli 

a Peningkatan 
peiaksanaan melalui j 
modemisasi sistem 
adminislasi perpajakan ; 

• Peningkatan 
kepatuhan wajib pajak. j 
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D. Data yang Diperlukan 

Menumt Husein Umar (2003:42) bahwa data terbagi dua : 

1, Data Primer 

Data primer merupakan sumber dari peneliti yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data peiielitian yang diperoieii secara 

tidak langsung meiaiui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari: 

Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan staf yang berkepentingan 

pada Ditias Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang mengenai strategi 

optimalisasi penerimaan pajak hotel. 

Data sekunder yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

b. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

c. Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pajak Hotel 

d. Laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 

2002-2006 

e. Modemisasi administrasi Perpajakan 



35 

E. Toknik PenEwmp̂ iInn Dnta 

Tcktiik pengumpuUm data incuumt Sugiyono (2003:129) adalah : 

1. ObnervBdi 

-̂aitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap ge.iala-gejala 

yang ditelitinya. 

0 

1. Wawancara 

yaitu dengan tanya jiwab secara lisan dua atau Iebih secara iangsung. 

3. Angket 

yaitu dengan daftar pertanyaan atau pertanyaan yang dikin.n kepada 

responden baik secara langstmg atau tidak langsung. 

4. Dokumentanst 

yaitu pengumpulan data yang diperoich melafui wawancara dokumcn-

dokumen. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan daai dengan 

menggunakan teknik wawancara yaitu tanya jawab iangsvuig dengan 

pihak yang berwenang memberikan informasi yang diperlukan dan 

meminta dokumen-dokumen yang berupa sejarah Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Palembang, struktur organisasi dan pembagian tugas, 

Peraturan Daerali Kota Palembang tentang Pajak Hotel, Laporan target dan 

realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2002-2006. Modemisasi 

administrasi Perpajakan. 
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F. Analisis Data dan Teknik Analisis 

1. Analisis Data 

Meaurut Mudrajat Kuiicoro (2003:124) menyatakan baliwa ada 2 

metode yang biasa digunakan dalam menganalisis data, yaitu : 

a, Metode Kualitatif 

Metode kualitatif adalah metode analisis data yang tidak diuimr dalam 

skala numerik (angka). 

b. Metode Kuantitatif 

Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur daiam 

suatu skala numerik (angka). 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adaiah 

metode kualitatif. Yaitu menganalisis strategi-strategi yang akan 

digunakan oleh pemerintah daJam rangka mengoptimalisasikan 

penerimaan pajak hotel dengan potensi yang belum terungkup. 

2. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu dengan 

melakukan analisis tentang strategi-strategi yaug digunakan oleh 

pemerintah dalam rangka mengoptimalisasikan penerimaan pajak hotel. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

I. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Oacrah Kota Palembang 

Dinas Pendapatan Daerah menipakan wuiud pelaksaiiaan 

Pemerintali Kota Palembang di bidang pendapaian. dimana Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang beilanggving jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekre'.aris 

Wilayah Daerah. 

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan yang 

sangat pesat dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertambaii, 

Pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertanibah, 

Pemenntah memandang periu untuk melakukan pembentukan suatu unit 

operasional yang lebih sesuai dengan tugas yang periu difaksaakan dalam 

suatu dinas yaitu : Dinas Pendapatan Daerah dengan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kota 

Praja di Sumatera Selatan No. 24T'KPTS1X/19S0 memutuskan untuk 

membentuk kamor cabang Dinas Pendapatan DaeraJi Propnisi Suma(cra 

Selatan di daerali-daerah Tinjdcat 11 dalam Propinsi. 

Dmas Pendapatan Daerah Kota Palembang atau sebelumnya adalah 

pajak daerah sekttar tahun 80-an. Pajak daerah ini dibagi meu.iadi dua tim 

yaitu Tim IPEDA (Ikaian Pendapatan Daerah) dan Tim DiPEDA (Dinasa 
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Pendapatan Daeraii) Tingkat H yang sekarang ini disebut dengan Dinas 

Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang sesuai dengan 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Otonomi Daerah. 

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan 

untuk mengumpulkan penerimaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang bersumber dari pajak daerali dan retribusi daerah untuk 

pembangunan daerah. Untuk mcwujudkan keinginan tersebut ataupim agar 

pelayanan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan 

baik serta berhasil maka dengan kepoutusan Walikota Palembang Nomor 

67 Taliun 2001 Tentang tugas dan hmgsi Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Palembang, bahwa Dinas Pendapatan Daerah mempunyai struktur 

organisasi. kedudukan, tugas pokok dan fungsi. 

Dinas Pendapatan Daerah mempimyai mgas melaksanakan 

kewenangan di sen (ral isasi dan dekonsentralisasi di bidang Pendapatan 

Daerah. Dalam melaksanEdcan tugasnya tersebut Dinas Pendapatan Daerah 

mempunyai flmgsi sebagai berikut; 

b. Melakukan perumusan peiaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan 

pcmbinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan 

oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang beriaku. 

c. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib 

retribusi daerali. 
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d. Melakukan penetapan besamya pajak daerah dan retribusi daerah. 

e. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran 

pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya. 

f. Meiakukan koordinasi dan atas pekerjaan penagihan pajak daerah dan 

pendapatan hasii daerah lainnya yang dilimpahkan oleh inenteri 

keuangan daerah. 

g. Melakukan tugas perencanaan dan pengendaltan operasional di bidang 

pendapatan, penetapan pajak daerait, retribusi daerah dan pendapaian 

lainnya. 

h. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah 

dan pendapatan hasil daerah laiimya. 

i . Melakukan urusan tata usaha. 

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

a. Struktur Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 22 d aiiun 200! 

Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur 

Organisai Dinas Daeiah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

terdiri dari : 

1) Kepala Dinas 

2) VVakil Kepala Dmas 

3) Bagian Tata Usaha 

a) Sub Bagian Umum 



b) Sub Bagian Kepegawaian 

c) Sub Bagian Keuangan 

4) Kelompok Jabatan Fungsional 

5) Sub Duas Program 

a) Seksi Penyusunan program dan penyuluhan 

b) Seksi pemantauan dan pengendalian 

c) Seksi pengembangan pendapatan 

d) Seksi evE.Iuasi dan pelaporaran 

6) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

a) Seksi pendataan dan pendaftaran 

b) Seksi pengelohan dan informasi 

c) Seksi penetapan 

d) Seksi pemeriksaan 

7) Sub Dinas Penagihan 

a) Seksi pembukuan dan verifikasi 

b) Seksi penagihan dan perhitungan 

c) Seksi retribusi dan pemidah bukuan 

d) Seksi pertimbangan dan keberatan 

8) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Iain-Iain 

a) Seksi penerimaan pajak 

b) Seksi penerimaan retribusi 

c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain 

d) Dinas legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga 
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9) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

a) Seksi bagj hasil pendapatan 

b) Seksi bagi hasil pajak 

c) Seksi bagi hasii bukan pajak 

d) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian 

pendapatan 

10) Cabang Dinas 

11) Unit Peiaksanaan Teknis Dinas 

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

dapat kita lihat pada gambar di bawah in i : 



S I R U K T U R ORGANISASI 
DINAS PENDAPATAN D A E R A H K O I A P A L E M B A N G 

KEPALA DINAS 

WAKJL KEPALA DINAS 

K E L O M P O K J A B A T A N 
FUNGSIONAL t F D F l 

SUB DINAS 
PROr.R AM 

SEKSI PENYUSUNAN 
PROGRAM DAN 
PI->IYm.UUAN 

Si/KSI 
PiWANIAUAN DAN 

pi:ngendall\n 

SFXSl 
PI-J4GEMBANGAN 

Pi{NDAl*ATAN 

ShXSI 
i:VALUASI DAN 

!*!iA"ORAN 

Sim IHNAS PCNIMTAAN 
Dr\Ntt-;Nf T/VPAN 

SIXSl PENDATAAN 
DAN PENDAFTARAN 

SFXSl PFTJGGLAllAN 
DAI A DAN 
rNFORMASi 

SFXSI PFINETAPAN 

SFXM iTMTkikSAAN 

CABAN<i DIN(\S 

UAGIAN T,\TA US.AHA 

r 
sun DINAS P>>iAO(H.AN sm DjK\S kEPEXlAWAJ \N S L ; B IAN-AS K R I A M I A N 

s u n DINAS 
PINAGIIIAN 

1 
SFXSI PIWItllKUAN 
DAN PERIU rUNGAN 
SFXSI PIWItllKUAN 
DAN PERIU rUNGAN 

SEKSI RES IKinUSl 
DAN I'EMINDAU 

miKUAN 

SEKSI RES IKinUSl 
DAN I'EMINDAU 

miKUAN 

SEKSI 
I'FXUMHANGAN DAN 

Kt'RER/MAN 

SEKSI 
I'FXUMHANGAN DAN 

Kt'RER/MAN 

U P TD 

SIXSl PENIXIMAAN 
RESTRGJUS! 

SIXSl PENIXIMAAN 
RESTRGJUS! 

SlXSI PI-T4FXIMAAN 
PI NDAPATAN LAIN-

LAIN 

SlXSI PI-T4FXIMAAN 
PI NDAPATAN LAIN-

LAIN 

SKKSI li-CiAIiASI DAN 
PEXOUKI 'AN SUR-AT-
SURAT llhJUlAROA 

SKKSI li-CiAIiASI DAN 
PEXOUKI 'AN SUR-AT-
SURAT llhJUlAROA 

SUB 11IN,\5 BA;;i HASU, i'KMD.U'AVAN' 

SFXSI 
BAGllIASIL PAJAK 

SFXSI DfBAGi 
HASH. PAJAK 

SFXSI 
PIMHFXITAUUAN 

PER-UU PFT4GKAJIAN 
I^FXDAPAIAN 

KJ 

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2007 
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b. Pembagian Tugas 

I) Kepala Dinas 

a) Tugas 

Melaksanakan kewenangan disemralisasi dan tugas dan 

dekonsenlisasi di bidang pendapatan daerah 

b) Fungsinya: 

(1) Perencanaan. yang mehputi segala usaha dan kegiatan 

untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, 

menelaah penyusunan rumusan kebijksanaan tel̂ nis serta 

program kerja. 

(2) Peiaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 

melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan 

daerah. 

(3) Peiaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan 

kegiatan di bidang kegiatan ketatausahaan umum. 

kepegawaian. pelengkapan dan keuangan. 

(4) Pengkoordinasi. yang meliputi segala gerak yang 

berhubungan dengan pemngkatan pendapatan daerah. 

(5) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 

melaksanakan pengalaman tekniks atau pelaksiuiaan yang 

ditetapkan oleh Gubemur serta peraturan pcundang-

undangaii yang beriaku. 
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2) Wakil Kepala Dinas 

a) Tugas 

Membantu kepala dinas dalara peiaksanaan kewenangan 

descnlralisasi dan tugas dekonsentralisasi di bidang pendapaian 

daerah. 

b) Fungsi; 

(1) Pengurusan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak 

ada di tempat. 

(2) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oieh 

kepala dinas. 

(3) Penadatanganan administrasi bidang kepegawaian, 

keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari 

kepala dinas. 

3) Bagian Tata Usaha 

a) Tugas 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan 

keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum 

lainnya. 

b) Fungsi: 

(1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

(2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

(3) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan 
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(4) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-meimirat 

kearsipan dan penggadaan. 

c) Bagian Tata Usaiia terdiri dari : 

1) Sub Bagian Umum 

Sub bagian umum mempunyai tugas mengurus surat 

menyurat, kearsipan dan rumah tangga. 

2) Sub Bagian Kepegawaian 

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan 

bahan penyusunan pengembangan dan mutasi pegawai serta 

menggurus pengelolaan administrasi kepegawaian. 

3) Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas penv-iapan balian 

penyusunan anggaran beianja dinas, mengurus pembukuan 

dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan 

keuangan. 

4) Kelompok Jabatan Fungsional 

a) Tugas 

Yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang 

keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang beriaku terutama di 

bidang teknologi (komputer) serta perbendaharaan. 
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b) Fungsi: 

(1) Melaksanakan tugas fungsiobnal di bidang komputer dalam 

perekapan data-data. 

(2) Melaksanakan urusan perbendaharaan. 

5) Sub Dinas Program 

a) Tugas 

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan 
I, 

penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan 

pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan 

s«ta mengadakan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan program 

dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah. 

b) Fungsi: 

(1) Penyusunan rencana dan program kerja 

(2) Pemantauan dan pengendalian peiaksanaan pemungutan 

pendapaian daerah 

(3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan 

^ daerah 

(4) Peiaksanaan evaluasi dan pelaporan. 

c) Sub Dinas Program terdiri dari : 

(1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan 

Seksi penyusunan program dan penyuluhan mempunyai 

tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan 

rutin dan pembangunan. 
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(2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian 

Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai mgas 

melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang 

berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah. 

^ (3) Seksi Pengembangan Pendapatan 

Seksi pengembangan pendapatan mempunvai tugas 

melakukan penelitian, pengkajiar. dan pengembangan 

terhadap pendapatan daerah dan potensi pendaptan daerah. 

(4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan 

retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya. 

6) Sub Dinas Pendatatan dan Penetapan 

a) Tugas 
0 

Sub dinas pendataan dan penetapan mempunyai tugas 

melaksanakan pendapatan dan pendaftaran, pengelolaan data 

dan informasi, penetapan dan pemeriksaan. 

b) Fungsi: 

(1) Melaksanakan pendapatan dan pendaftaran berkas wajib 

pajak 

(2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi 

(3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib 

pajak dan retribusi daerali. f ^ 
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c) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari : 

" (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran 

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas 

melakukan pendapatan wajib dan retnbusi daerah, 

menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta 

melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek 

dan subjek pajak. 

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 

Seksi pengelolaan data dan informasi mempuryai tugas 

melakukan pengolahan data yang mehputi subjek dan objek 

pajak, data peiaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya. 

(3) Seksi Penetapan 

Seksi penetapan mempunyai tugas meiakukan usuian 

penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan 

raenyiapkan daftar penetapan pajak. 

(4) Seksi Pemeriksaan 

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan 

pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan 

subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta 

memeriksa lokasi atau lapangan. 
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7) Sub Dinas Penagihan 

a) Tugas 

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan 

pembukuan dan verifikasi penagihan dan perhitungan, letribusi 

dan pemindah-bukuan, pertimbangan dan keberatan. 

b) Fungsi: 

(1) Meiakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan 

dan pemungutan/pem bayaran/penyetoran pajak dan 

retribusi daerah. 

(2) Penatatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan 

penerbitan surat keterangan fiskal. 

(3) Pembukuan piutang pendapatan daerah 

(4) Retribusi pemindah-bukuan dan refconsiliasi 

(5) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah 

dan pemungutan daerah lainnya. 

(6) Meiakukan pertimbangan keberatan pajak. letribusi daerah 

dan pungutan daerah lainnya. 

c) Sub Dinas Penagihan terdiri dari : 

( I ) Seksi Pembukuan dan Verifikasi 

Seksi pembukuan dan verifika.si mempunyai tugas 

melakukan pencatatan surat ketetapan pajak. pembukuan 

piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan 

daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah. 
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(2) Seksi Penngihan dan Perhitungan 

Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas 

melakukan penagilian pajak dan retribusi daerah serta 

Pendapatan Asli Daerah laitmya sesuai dengan ketentuan 

yang beriaku. 

(3) Seksi Retribusi dan Pcmindali-bukuan 

Seksi retribusi dan pemindah-bukuan mempunyai tugas 

melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindah-bukuan 

serta rekonsiliasi pendapatan daerah. 

(4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan 

Seksi pertimbangna dan keberatan mempunyai tugas 

melakuakn penerapan peratui*an peiundang-undangan, 

memberikan saran dan pertimbangan untuk pem/elesaian 

pengadaan serta pelayanan kebenaran terhadap penetapan 

pajak dan retribusi daerah. 

8) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan (..ain-lain 

a) Tugas 

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai 

tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, 

retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan 

BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan 

surat-surat berharga. 
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b) Fungsi: 

(1) Melaksanakan penatausaliaan penerimaan pajak, retribusi 

dan penerimaan pendapatan lain-lain. 

(2) Mengumpulkan dan mengolab data sumber-sumber 

penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah. 

(3) Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan 

lain-lain. 

(4) Melaksanakan legalisasi atz.u pengesahan atas surat 

ketetapan pajak dan retriousi daerah serta melakuakn 

legalisasi dan pembukuan surat-surat berhagar. 

c) Sub Dinas Retribusi Penerimaan dan Pendapatan lain-lain 

terdiri dari : 

(1) Seksi Penerimaan Pajak 

Seksi penenmaan pajak mempunyai tugas melaksanakan 

penatausahaan pajak. 

(2) Seksi Penerimaan Retribusi 

Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan 

penatausahaan, penerimaan retribusi. 

(3) Seksi Penerimaan Pendapatan Iain-Iain 

Seksi penerimaan pendaptan lain-iain mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain 

di luar pajak din retribusi daerah. 
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(4) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-siirat Berhaiga 

Seksi legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga 

mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan 

atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta 

menerima dan mencatat perraohonan pengadaan serta 

pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kcija yang 

bersangkutan. 

9) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

a) Tugas 

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai tugas 

melaksanakan penatausaliaan bagj hasi! pendapatan pahak dan 

non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasi! bukan pajak dan 

•penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan 

pengkajian pendapatan. 

b) Fungsi: 

(1) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak 

dan non pajak melakukan penerimaan bagi hasi! pajak. 

(2) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak 

(3) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan 

pengkajian pendapatan. 
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b) Fungsi: 

(1) Melaksanakan unsur teknis operasional 

(2) Melaksanakan urusan administrasi 

c) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari : 

(1) Kepala Cabang Dinas 

(2) Unsur StafiF êtugas Administrasi 

(3) Unsur Lain/Petugas Teknis Operasional 

I I ) Unit Pelaksana Teknis Dinas 

a) Tugas 

(1) Unit pelaksana teknis Dinas merupakan unsur pelaksana 

teknis operasional dinas. 

(2) Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala dinas. 

(3) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, 

disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerali. 

b) Fungsi: 

(1) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan 

bidangnya. 

(2) Peiaksanaan urusan Admmistrasi. 

c) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dart; 

(1) Kepala 

(2) Unsur StafTPetugas Administrasi 
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(3) Unsur lain/Petugas Teknis Operasional 

(4) Kelompok Jabatan FungsionaJ 

c Hubungan Kerja 

Hubungan kerja yang terdapat dalam organisasi Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang adalah sebagai berikut. 

1) Dalam melasanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab 

kepada Gubemur Kepala Daerah. 

2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah 

koordinasi administratif Sekretaris Wilayah Daerah. 

3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik 

dalam lingkungan dinas, maupun dengan instansi-inmtanr.i Iain di 

luar dinas. 

4) Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan dinas di 

dalam meiaksanaka.1 tugasnya bertanggung jawab kepada 

atasannya. , 

5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kesatuan organisasi 

mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan 

organisasi, baik di lin^ungan dinas, maupun di luar dinas yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya. 
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3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

1) Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah 

terwujudiiya pendataan daerah yang optima! dan mampu membiayai 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

2) Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

a) Meningkatkan penerimaan dari potensi da^ah 

b) Menggaii potensi pendapatan daerah 

c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

d) Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat 

dalam melaksanakan kewajibaimya untuk manbayar pajak. 

0 

B. Pembahasan 

1. Pajak Hotel Kota Palembang 

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pembangunan, oleh karena itu pajak 

telah menjadi salah salah pokok perhatian pemerintah. Melihat peranan 

pajak tersebut bagj pembangunan nasional maka pemerintah harus 

berupaya meningkatkan penerimaan pajak tersebut. 

Pajak Hotel merupakan salah satu penerimaan pajak yang 

peneiolaannya diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah, khususnya 

Pemerintah Kota Palembang. Semakin banyaknya objek pajak Hotel maka 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar baj.d penerimaan 
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pajak daerah, Pemerintah Daerali. dalam hal ini Pemerintah Kota 

Palembang harus dapat mengelola pajak Hotel dengan baik, karena pajak 

memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan 

daerah. 

Diberlakukaimya Pajak Hotel untuk Kotamadya Palembang setelali 

adanya Po-aturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel. 

Menumt Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002, tata cara ])enetapan 

pajak Hotel dimulai dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

menerbitkan surat pemberitaan Pajak Daerali (SPTPD) pejabat 

menentapkan besamya pajak dengan menerbitkan surat ketetapan Pajak 

Daerali (SKPD), apabila surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atua 

kurang bayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) sejak surat 

ketetapan. Pajak Daerah (SKPD) diterima dikenakan sanksi adminir.ti'asi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih dengan 

menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD). 

Tabel IV.l 
Klasifikasi Hotel dan Jumlah Kamar 

2002 1 2003 2004 2005 2006 
No K l a s i f i k a s i J u m l a h J u m l a h ' J u m l a h J u m l a h J u m l a h J u m l a h J u m l a h J u m l a h JumltUi J u m l a h 

Hote l K a m a r H o t d K a m a r Hote l K a m a r H o l d K a m a r H o t d K a m a r 
1. Hotel Beibintang 

- Binlang 4 1 176 2 316 3 499 4 K.14 
- Dintiing 3 i 56 ' 3 305 5 473 5 478 5 478 
- Bitanng 2 3 166 1 61 4 215 215 4 2 l 5 
- Binlang 1 5 104 : 155 6 155 

2. Hotel Melali 1 

- Binlang 3 11 291 6 130 U 1.078 44 1.078 44 1.1 78 
- Bitanng 2 4 n o J 20 18 367 18 367 20 41-2 
- Binlang 1 6 118 1 25 15 395 15 395 17 4 /9 

3. Wisma 2 50 1 I 8 3 61 .3 61 3 61 

27 791 14 ra 725 96 2619 98 3239 103 3452 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palembang, 2007 
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Tujuan diiakukannya mcKlemisasi admimstrasi 

perpajakan adalali ; 

1. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam 

membayar pajak 

2. Adanya kepercayaan terhadap administrasi perpajakan 

3. Untuk memacu produktivitas pegawai pajak agar menjadi 

semakin tinggi. 

Strategi Optimatisasi yang harus dilakukaa oleh Pemerintah untuk 

Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel 

Berdasarkan data yang diperoleh selmbungan denjian adanya 

rencana pemerintah imluk meningkatkan penerimaan Pajak Motel. Adapim 

beberapa strategi yang harus dilakukan oleh Dmas Pendapatan Daerah 

Kota Palembang antara lain : 

a. Peningkatan Pelayanan melalui Modernisasi Sistem Administrasi 

Perpajakan 

Pelayanan pajak yang diberikan saat ini masih sangat tertutup 

oleh sebagian kalangan masyarakat bahkan imtuk pembayaran pajak 

pun masih dianggap hal yang menakutkan, hal ini dikarenakan tingkat 

kesadaran dari masyarakat masih rendah dan adanya jarak yang jauh 

antar perusahaan dan masyarakat. Oieh karena itulah peningkatan 

pajak harus lebih ditingkatkan melalui modemisasi sislem administrasi 

perpajakan. Modemisasi ini ditujukan selain untuk meningkatlran 

pembayaran yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pengawasan 
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yang lebih baik kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan 

E'Registration. 

E-Regisxratton merupakan proses registrasi meiaiui media 

elddronik. Hal ini untuk mempeimudah proses registrasi perpajal'̂ an. 

Mekanisme sistan adrainstrasi pajak belum menggunakan E-

Registration untuk ke depan Dinas Paid^atan Daerah Kota 

Palembang mulai menggunakan E-Registration, dalam ha! ini untuk 

mempermudah proses administrasi dalara perpajakan dan pengawasan 

terhadap wajib pajak. 

b. Pemngkatan Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu 

ditingkatkan lagi karena peningkatan tersebut akan manberikan 

dampak pada penerimaan Pajak Hotel. Adapun beberapa strategi dalam 

meningkatkan dan menjaga kepatuhan wajib pajak adalah : 

1. Melakukan Pendataan Wajib Pajak 

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan 

pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak bâ k yang 

berdomisih di dalam maupun di luar wilayali Kota Palembang. 

Langkah-iangkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Palembang dalam rangka pendaftaran dan pendataan Wajib 

Pajak adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Paiembang 

menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang 

digimakan oleh wajib pajak unmk melaporkan perhimngan dan 
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pembayaran pajak. SPTPD diisi oleh wajib pajak dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajal< atau 

kuasanya, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak 

berdasarkan nomor urut. yang digunakan sebagai pcmbuatan 

Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu yang diberikan 

adalah selambat-lambamya 15 hari setelah SPTPD diterima. 

Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak 

disampaikan kembali atau iidak dipenuhi sama sekali diberikan 

teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan secara 

jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 

% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terhutang. 

2. Penetapan Pajak Hotel 

Besamya Pajak Hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak 

ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 

pembayaran pajak yang'telah ditetapkan dilakukan sendiri oleh 

Wajib Pajak. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) digunakan untuk 

menghitvmg, inemperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang 

terhutang, dalam jangka waktu 5 (lima) taiiun sesudah saat 

tenitangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan ; Surat Keterangan 

Pajak Daerah Kurang Bayai' (SKPDBKB), Surat Keterangan Pajak 

Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Niiii! (SKPDN). Surat Keterangan Pajak Daerah 

Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil 
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pemeriksaan atau keterangan Iain pajak yang teruiarig tidak atau 

kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar untuk jangka waktu paring lama 24 (dua puluh 

empat) bulan tcrhitung sejak saat terhutangnya pajak. Sural 

Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT) 

diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum 

terimgkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yaug 

terhutang. akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 

sebesar 100% (seratus persen) dari jiunlah kekurangm pajak 

tersebut, Surat Keterangan Pajak yang terhutang sama besamya 

dengan jumlali kredit pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit 

pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terutama dalam Surat 

Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tidak 

sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan ditagih 

dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% fdua 

persen) sebulan, penambahan jumlah pajak yang terhutang tidak 

dikenakan sanksi pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri 

sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

Tabei-tabel berikut ini akan memaparkan perkiraan tingkat 

hunian rata-rata hotel yang ada di Palembang serta perkiraron omset 
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penerimaan dari semua jenis hotel yang ada di Kota Paiembang 

untuk tahun 2006. 

Tabel IV:2 
Tingkat Hunian Rata-rata Hotel di Palembang 

Tabun 2006 

No Bulan Tinakflt Miiniiin iintnar (^/a\ 

1. Januari 34,75 
2. Februari 28,45 
3. Maret 36,70 
4. April 31,04 
5. Mei 36,62 
6. Juni 42,68 
7. JuJi 45^36 

Agustus 39,S4 
9. September 41,40 
10. October 41,74 
n . November 28,44 
12. Desember 42,60 ^ 

Rata-rata 37,47 

Sumber : Olahan Data Primer, 2007 

Dari perolehan data diatas dan dengan dibuat asumsi bahwa : 

a. Jumlah hari dalam I tahun = 360 hari 

b. Masa penggantian = 1 x 1 hari 

c. Harga rata-rata 

- Hotel Bintang IV Rp. 435,000,-

- Hotel Bintang 111 Rp. 195.000,-

- Hotel Bintang II Rp. 125.000,-

- Hotel Bintang I Rp. 90.000,-

- Hotel Melati III Rp. 80.000 

- Hotel Melati II Rp. 60.000,-
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- Hotel Melati I Rp- 40.000,-

-Wisma Rp. 50.000,-

d. Tingkat Hunian Pertalum = 37,47 

Tabel IV.3 
Perkiraan Omset Penerimaan dari Semua Jenis Hotd 

Tahun 2006 

No Klasifikasi Jumlah Tarif Tingkat Jumlah Omset 
Hotel Kamar Kamar tiiinian (%) Hari Pertahun 

] . Hote) Melali I 397 40.000 37,47 360 2.142.048.960 

Hotel Melati n 402 60.000 37,47 360 2.993.099.040 

Hotel Melati III 1.078 80 000 37,47 360 11 633 086 080 

2 Wisma 6! 50.000 37.47 360 4 M.420.600 

3. Hote! Bintang IV 634 435.000 37,47 360 37,729,966 860 

Hotel Bintang I I I 474 195.000 37,47 360 12.573,383 320 

Hotel Bintang I I 215 125.000 37,47 360 3,625.222.500 

Hotel Bmtang I 155 90 000 37,47 360 1.881 743 300 

72.989.906.760 

Sumber : Olahan Data Primer, 2007 

Berdasarkan Tabel 1V.3 di atas. dapat diperoleh bahwa 

penerimaan omset dari jenis hote! talum 2C06 adalalt sebesai Rp. 

72.989.900.760, dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hotel 

adalali sebesar Rp. 72.989.900.760 x 10 % = Rp. 7.298.990.676. 

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kurang 

optimalnya penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatni Daerali 

Kota Palembang, karena pada talmn2006 potensi Penerimaan 

Pajak Hotel adalah sebesar Rp.7.298.990.676. sedangkan 

realisasinya hanya sebesar Rp. 4.535.807.247. Guna 
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mengoptimalkan potensi penerimaan pajak tersebut, Dmas 

Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat mergadakan koordinasi 

langsung baik dengan pihak pengelola hotel untuk mendata tingk&t 

tuinian tiap-tiap hotel yang ada di Paiembang. 

3. Melaksanakan Penagihan 

Prosedur atau tata cara penagihan Pajak Hotel pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Palembang dimulai dengan Penerbitan 

Surat teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis sebagai 

awai tindakan peiaksanaan penagihan pajak. Surat teguran ini 

dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, apabila 

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat 

teguran atau surat lainnya yang sejenis maka wajib pajak harus 

meiunasi pajak yang terhutang. Selanjutnya apabila jumlali pajak 

yang masih hams dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 

sebagaimana ditentuakn dalam surat teguran atau surat peringatan 

lain yang sejenis, maka harus ditagdi dengan surat paksa. Surat 

paksa diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerali setelah 

lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak peringatan atau surat Iain 

sejenis. Apabila pajak yang liarus dibayar tidak dilunasi dalam 

waktu 2 X 24 jam dari tangga! pemberitahuan surat paksa, Kepala 

Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Periutah 

Penyitaan. 
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4. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel 

maka Dinas Pendapata Daerah Kota Palembang melakukan 

koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hai in. adalah 

Dinas Pariwisata Kota Palembang guna mendapatkan informasi 

yang relevan mengenai objek dan subjek Pajak Hotel yarg ilegal 

atau belum terdaftar. Setelah didapat informasi yang akurat maka 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Paiembang dan Dinas Pariwisata 

akan bekrja sama dalam menjaring objek dan subjek Pajak Hotel 

yang belum terdaftar tersebut. Akan tetapi pada kenyatacmiya 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang kurang meiakukan 

koordinasi dengan pihak yang terkait sehingga informasi yang 

didapat kurang relevan. 

5. Pentngkatan Program Penyuluhan Kepada Masyarakat 

Penin^atan program penyuluhan kepada masyarakat 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak. dan 

meningkatkan pengetahuan mengenai pajak. Upaya-upaya 

penyuluhan pajak dilaksanakan dengan cara : 

a) Penerapan Pendidikan Perpajakan kepada Gencrasi Muda, baik 

melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. 

Penerapan pendidikan perpajakan kepada gcnerasi 

muda akan memberikan dampak positif terhadap masalah 

perpajakan, dimana generasi muda harus mengetahui bahwa 
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penerimaan terbesar di- Indonesia terdapat pada penerimaan 

pajak, oleh karena itulah maka generasi muda sebaiknya 

memahami masalah perpajakan secara menyeluruh dan dapat 

dipeiajari melalui pendidikan formal maupun non formal, 

Pendidiakn formal meliputi pemberian mata kuliah tentang 

perpajakan pada Perguruan Tinggi maupun pada Sekolah 

Menengah Umum (SMU). Sedan^an pendidiakn non formal 

dapat berupa pelatihan-pelatihan mengenai perpajakan. Akan 

tetapi pada kenyataannya pendidikan forma! maupun non 

formal mengenai perpajakan khususnya Pajak Hotel belum 

optima!, dimana pada pendidikan formal tidak diajarkan secara 

mendetail mengenai Pajak Hotel, sedangkan untuk mengikuti 

pendidikan biaya yang sangat besar sehingga hanya kalangan 

tertentu saja yang dapat mengikuti pelatihan tersebut. 

b) Sosiaiisasi Perpajakan kepada Masyarakat 

Dalam melakukan kegiatan sosial kepada wajib pajak, 

akan memerlukan waktu yang panjang dan juga diperlukan 

persiapan yang matang terutama bagi petugas pajak yang akan 

meiakukan sosiaiisasi. 

Materi yang akan disampaikan oleh petugus pajak 

hendaknya harus sesuai dengan materi penyuluhan. Jika 

seandainya materi yang disampaikan mengenai Pajak Hotel 

maka aparat (fiskus) harus benar-benar memberikan pengertian 
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tentang prosedur-prosedur yang hams dilakukan, selain itu 

aparat pajak (fiskus) juga harus menjelaskan mengenai tarif 

Pajak Hotel dan cara perhitungan mlai sewa Hotel tersebut, 

serta dan jika ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran 

maka akan diberikan sesuai dengan sanksi yang beriaku. 

Sosiaiisasi mengenai pajak sering dihadapkan pada 

masalah-masalah yang akan timbul seperti keadaan masyarakat 

yang heterogen dan dilandasi dengan tingkat pendidikan yang 

beraneka ragara, sehingga akan mempersulit proses scsialisasi 

itu sendiri. 

c) Penyediaan hot line service bagj masyarakat untuk memperoleh 

pengetahuan tentang perpajakan 

penyediaan hot line service bagi masyarakat akan 

sangat membantu bagi pemerintah itu sendiri maup'in bagi 

masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Dengan adanya 

layanan hot line maka masyarakat atau wajib pajak secara 

langsung bertanya mengenai masalah perpajakan seperti 

mengenai bagainana cara tarif Pajak Hotel atau sanksi apayang 

did^at apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak. 

Selain itu masyarakat atau wajib pajak dapat masyarakat akan 

masalah pajak. 
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d) Keterampilan Aparat Pajak (Fiskus) 

Mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada aparat 

pajak juga periu dilaksanakan, terutama bagi aparat y-uig akan 

diterjimkan ke lapangan dalam rangka peiaksanaan penenmaan 

Pajak Hotel sebagai usaha menciptakan aparat pajak yang 

terampil dan handai. Pendidikan dan keterampilan ini berupa 

diktat yang dilakukan secara kontinyu kepada seluruh aparat 

pajak (fiskus) yang tujuannya untuk menambah pengetahuan 

- dan keterampilan aparat pajak. 

Selam dengan diklat dan peiadhrai, untuk menambah 

penerimaan Pajak Hotel diperlukan sarana dan prasarana, baik 

berupa fasilitas yang akan dipergunakan oleh aparat pajak 

dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak maupun dari 

segi teknologi yang akan mempermudah pekerjaan aparat pajak 

itu sendiri kemudian dengan adanya pemberian tugas dan 

tanggung jawab jelas kepada apaarat pajak yang tujuannya 

untuk menghindari penipuan atau penggelapan dan kesatahan 

dalara penyelenggaraan penerimaan pajak. 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang belum 

pemah melakukan pelatihan dan pendidikan kepada aparat 

pajak khususnya mengenai Pajak Hote. Selain itu sarana dan 

prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada aparat pajak 

yang bertugas masih sangat minim. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpuian 

Berdasarkan data dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan 

dalam bab terdahuiu, kliususnya pada Bab IV mengenai strategi penerimaan 

Pajak Hotel belum optimal, maka pada Bab V mi akan diambii suatu 

kesimpuian yang disertai dengan penyampaian saran yang berupa strategi-

strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang mungkin berguna bagi 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 

Adapun strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Palembang antara lain : 

1. Penin^atan Pelayanan Melalui Modemisasi Sistem Admriiistrasi 

Perpajakan 

Modemisasi ini ditujukan selain untuk meningkatkan pembayaran 

yang dimaksudkan juga untuk meningkatkan pengawasan yang Ietih baik 

kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan dengan E-Registratton. 

E-RegistraUon mempakan proses registrasi melalui media elektronik, 

hal ini untuk mempermudah proses registrasi perpajakan. 

2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, terdiri dari . 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu ditingkatkan 

lagi karena pemngkatan tersebut akan memberikan dampak pada 
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penerimaan Pajak Hotel. Adapun beberapa strategi dalam memngkaikari 

dan menjaga kepatuhan wajib pajak adalah : 

a. Melakukan Pendataan Wajib Pajak 

b. Melakukan Penetapan Pajak Hotel 

c. Melaksanakan Penagiiian 

d. Pemaniaatan Teknologi Informasi 

e. Peningkatan Program Penyuluhan Kepada Masyarakat, antara lain : 

1. Penerapan pendidikan perpajakan kepada generasi muda baik 

melalui jalur pendidikan fonnal maupun non fomial. 

2. Sosiaiisasi pada masyarakat. 

3. Penyediaan hoi line service bagi masyarakat untuk memperoleh 

tentang perpajakan. 

B. Saran 

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan 

Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat 

dilakukan dengan penyerapan potensi Penerimaan Pajak Hotel, selain itu 

Dinas Paidapatan Daa-ah Kota Palembang dapat mengadakan koordinasi 

iangsung dengan pihak pengelola Hotel untuk memaksimalkan tingkat huniait 

tiap-tiap hotel yang ada di Palembang. 

ya 
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